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KATA PENGANTAR

Puiji syukur kehadirat Tuhan Yang tMaha Esa, izlan ditetapkannva Keputusan Menteri
Kesehatan Republik indonesia Nomor 128/ E KES/SK/I/2004 Tentang Kebijakan

Dasar Pusét Kesehatan Masyarakal.

Dengan telah terbitnya Keputusan Mentieri Kesehalan tentang Kebijakan Dasar Pusal
Kesehatan Masyarakat ini diharapkan semua pihak yang terkait dapat menindak lanjuti
dengan kebijakan yang sejalan guna oplimalisasi peranan Puskesmas,

| i
Kami menyadar: untuk melaksanakan Kepuiusan Menteri Kesehatan ini kita akan
menghadapitanlangan dan kendala. Untuk itu komitmen dari semua pihak sangat
diharapkan serta kami terbuka untuk saran perbaikan,

’ Direkiur Jenderal
?' Binn Kesehatan Masyarakat
12

; Prof. Dr, Azrul Azwar, MPH
NIP. 130 422 608
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KEPUTUSAN MENTERI KESEHATANMAEPUBLIK INCONESIA
NOMOR 128/MENKES/SK/11/2004

TENTANG ’
KEBIJAKAN DASAR PUSAT KESEHATAN IASYARAKAT
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meneotinalkan fungsi Pusal Kesehatan
Masyarakat dalam menuukur nenyelenggaraan pembangunan
kesehatan menuju Intonaes:n Sahal 2010 diperlukan adanya
kebijakandan langkaangan sirategi yang digunakan sebagai
acuan dalam penyciengganan Puskesmas,

b. ]:;ahwa sehubungan cengan hal iersebut perlu ditetapkan

kebijakan dasar Puskesmas dengan Keputusan Menteri

Kesehatan;
Mengingat : 1 Undang-undang Momicr 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tanun 1972 Homor 100, Tambahan Lembaran
Negara 34951

2. Undang-undang Momo: 22 Tahun 1999 lentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Tanun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara 2838}

3. Undang-undang iicinos 27, Tatun 1999 tenlang Perimbangan
Keuangan Antara Pusa: dan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 72, Tarnnar Leinbaran Negara 3848);

4. Peraturan Pemznniin HGmMOr 25 Tahun 2000 tentang
Keyrenangan Pemannial nan Kewerangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom {Lembaaniicgara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Nzgara Momor 3952},

c. Peraturan Pemerniah 1lomor 39 Tahun 2001 tenléng
Penyelenggarads Dekonuinuas (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 62, Tambtahan Lormbaran Negara Nomor 4095);

6. Peraturan Pemarinian Homor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan tugas parmbantuan (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);

7.  Keputusan Menien Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/X1/2001
tentang Organisasi Dan Taia Kerja Departemen Kesehatan.
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MEMUTUSKAN :

lenetapkan :

ertama : KEPUTUéAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEBIJAKAN
DASAR PUSAT KESEHATAN IAASYARAKAT.,

edua : Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana
dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam Lampiran Keputusan

_ini,
(éliga :  Kebijakan Dasar sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar
© digunakan sebagai pedoman oleh Pemerintah Kabupaten/Kola

dalam penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakal,

eempal : Kepulusan ini berlaku scjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

- apabila dikernudian hari lerdapat kesalahan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

-

Diletapkan di Jakarta
{»adalanggal 10 Februan 2004

MENTERIKESEHATAN,

Rl
L /

Or. Achmad Sujudi
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
MOMOR 128/MENKES/SK/I/2004
TANGGAL 10 FEBRUARI 2004

. KEBIJAKAN DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
(PUSKESIIAS) -

BAB |
PENDAHULUAHN

Tujuan bangsa indonesia sebagaimana yanglercanium dalam Pembukaan UUD 1945
alinea 4 adalah untuk melindungi segenap tangsa Irrionesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahlciaarn urnum ¢an mencerdaskan kehidupan
bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebul ciselensgarakan program pembangunan
nasional secara berkelanjutan, lerencana dar \crarah. Pembangunan kesehatan
merupakan bagian integral dan lerpeniing dan permbangunan nasional. Tujuan
diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran,
kemauvan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap crangagar terwujud derajat kesehatan
masyarakatl yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting
dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan izrsebul diselenggarakan berbagai
upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang can terpadu. Puskesmas adalah
penanggungjawab penyelenggara upaya xesena:an uniuk jenjang tingkat pertama.

Sejak diperkenalkannya konsep Puskesmizs pasa iahun 1968, berbagai hasil telah
banyak dicapai. Angka kematian ibu dan kemauian bayitelah berhasil diturunkan dan
sementara itu umur harapan hidup rata-rata bangsa jndonesia telah meningkat secara
bermakna. Jika pada tahun 1995 Angka Krematia" i nn Angka Kematian Bayi masing-
masing adalah 373/100.000 kelahiran hidup (SKRT 1995) seria 60/1000 kelahiran hidup
(Susenas 1995), rhaka pada tahun 1837 A

‘ naka Kematian fbu turun menjadi
334/100.000 kelahiran hidup (SDKI 1¢97). sziangkan Angka Kematian Bayi pada

tahun 2001 turun menjadi 51/1000 kelahiran fudup (Susenas 2001). Sementara itu

Umur Harapan Hidup rata-rata meningkai dan <5 iahun pada 1970 menjadi 65 tahun
pada 2000.

Pada saat ini Puskesmas telah Jidiriken <1 harnpe seluruh pelosok tanah air. Untuk
menjangkau seluruh wilayah kerjanya, Puskesmas diperkuat dengan Puskesmas

Pembantu serta Puskesmas Keliling. iKecuali tu tuntuk daerah yang jauh dari sarana

pelayanan rujukan, Puskesmas dilengkapni dengan lasiliias rawat inap.
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ercatat pada tahun 2002 jumlah Puskesmas di seltruh Indonesia adalah 7.277 unir,
'uskesmias Pembantu 21.587 unit, Puskesmas Keliling 5.084 unit (Perahu 716 unit,
\mbulance 1.302 unit), Sedangkan Puskesmas vang telah dilengkapi dengan fasilitas

awatinap tercatat sebanyak 1.818 unit, sisanya sebanyak 5.459 unit tidak dilengkapi
engan fasilitas rawat inap, -

‘ekalipun berbagai hasil telah banyak dicapai, namun dalam pelaksanaannya

'uskesmas masih menghadapi berbagai masalah, anlara lain:

. Visi, misi dan fungsi Puskesmas telum dirumuskan secara jelas, sehingga
pelaksanaan program Puskesmas can keterkaitannya dengan program
pembangunan kesehatan secara keselurehan balum optimal.

Beban kerja Puskesmas sebagai Unil Pelaksana Teknis Dinas <esenatan
kabupaten/kota lerlalu peral. Pertama, karena rujukan kesehatan ke dan dari
Dinas kesehatan kabupaten/kota kurang berjalan. Kedua, karena Dinas kesehatan

. kabupaten/kota yang sebenarnya bertanggungjawab penur ter'*adap keberhasilan
pembangunan kesehalan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten/kota lebih
banyak melaksanakan tugas-tugas administralif.

.~ Sislem manajemen Puskesmas yakni perencanaan (P1) yang diselenggurakan
melalui mekanisme Perencanaan Mikro (rnicro planning) yang kemudian menjadi
Perencanaan Tingkat Puskesmas, penggerakan pelaksanaan (P2) yang
diselenggarakan melalui mekanisme Lokakarya Mini (mini workshop) serta
pengawasan, pengendalian dan penilaian (P3) yang diselenggarakan melalu
mekanisme Stratifikasi Puskesmas yang xemudian menjadi Penilaian Kinerja
Puskesmas, dengan berlakunya prinsip cionormi perlu disesuaikan,
Pengelolaan kegiatan Puskesmas, meskizun telah ditelapkan merupakan aparat
daerah tetapi masih terlalu bersilat sentraistix. Puskesmas dan daerah tidak
memiliki' keleluasaan menelapkan kebijakan program yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat setempat, yangleniu saja cinilai tidak sesuailagi dengan
era desentralisasi,

Kegiatan yang dilaksanakan Puskesmas Kurang berorientasi pada masalah dan
kebutuhan kesehatan masyarakai setempat. Selama ini seliap ,Puskesmas
dimanapun berada menyelenggarakan upava kesehatan yailg sama.
Kelerlibatan masyarakat yang merupakan andzlan penyelenggaraan pelayanan
kesehatan tingkal pertama belum dikembangkan secara optimal. Sampai saat ini
Puskesmas kurang berhasil menumbuhkan inisiatil dan rasa memiliki serta belum
mampu mendorong kontribusi sumber daya dari masyarakat dalam
penyelenggaraan upaya Puskesmas.

Sistem pembiayaan Puskesmas belum menganlisipasi arah perkembangan masa
depan, yakni sistem pembiayaan pra-upava untul pelayanan kesehatan
perorangan.

snyadari keberhasilan Puskesmas adalan penung dalam rangka mewujudkan vis?
mbangunan kesehatan di Indonesia yakni Indonesia Sehat 2010, maka berbagai
1salah dan atau kekurangan Puskesmas di zia3 perlu segera diatasi. Disusunnya
1sep dasar Puskesmas ini yang merupakan bacian dari relormasi kesehatan (health
orm), adalah dalam rangka mengatasi berbagai masalah di atas, |
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BAB Il
KONSEP DASAR PUSKESMAS

Pengertian

Puskesmas adalah unit pelaksana leknis inas kesehatan kabupaten/kota yang ‘

bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah
kerja.

1. Unit Pelaksana Teknis .
Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas vesehatan kabupaten/kota (UPTD).
Puskesmas berperan menyelenggaraxan sebagian dari tugas teknis
operasional dinas kesehatan katupaten/koia dan merupakan unit pelaksana
tingkat pertama sena ujung 1ombak'pembangunan kesehatan di Indonesia.

2 Pembangunan Kesehatan
pembangunan kesehatan adalah penyclenggaraan upaya kesehatan oleh
bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan

hidup sehat bagi setiap orang agar tervujud derajat kesehatan masyarakat
yang optimal.

3. Peranggungjawaban Penyelenggaraan

Penanggungjawab utama penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan
kesehatan di wilayah kabupaten/kota adalah dinas kesehatan kabupaten/
kola, sedangkan Puskesmas bertanggung-jawab hanya untuk sebagian upaya

pembangunan kesehatanyang dibebankan oleh dinas kesehatan kabupaten/
kola sesuai dengan kemampuzannya. ‘

4. Wilayah Kerja ;
Secara nasional, standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu Kecamatan.
Tetapi apabila di satu kecamalan terdapat lebih dari satu Pyskesmas, maka
tanggungjawab wilayah kerja dibagi antar Pyskesmas, dengan memperhatikan
keutuhan konsep wilayah (desa/kelurahan atau RW). Masing-masing
Puskesmas tersebut secara operasionai heranggungjawab langsung kepada
dinas kesehatan kabupaten/ ¥cia. :

Visi

Visi pembangunan kesehalan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah
‘ercapainya Kecamatan Sehal menuju tervujucnya Indonesia Sehat. Kecamatan
Sehat adalah gambaran masyarakal keca:nalan masa depan yang ingin dicapai
melalui pembangunan kesehatan, yaxni masyariakal yang hidup dalam lingkungan
dan dengan perilaku sehat, memiliki kernampuan untuk menjangkau pelayahan
kesehatan yang bermutu secara adil dan merala serta memiliki derajat kesehatan
yang setinggi-tingginya.

(82}
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' Indikalor Kacamatan Sehatyangingin dicapaimencakup 4 indikatc r utama yakni
(1) limgkungan sehat, {2) iperilaku:sehat, (3) cakupan pelayanan kesehatan xang
bemmutu serta () derajat’kesehatan penduduk Xecamatan, |
Rurmusan visi wmtiik masing-masing Puskesmas harus mengacu pada’ visi
pemibangunan kesshatan Puskesmas di atas yakni terwujudnya <ecamatan
Sehat, yany thanus diseswalkan dengan situasi -dan kondisi masyarakat serta
wilayah Kecamatan setempat.
Visi

Misi Pambangunan Kesshatanyang diseienggarakan oleh Puskesmas adalah
mendukung tercapainya imisi pembangunan kesehatan nasional. Misi tersebut

'

1. Menggemikan pembangunan bervavzsan kesehatan diwilayah kerjanya

Puskesmas zkan selaly menggeraxkan pembangunan sektor lain yang
disglenggarian diwillayah keranyz, agar memperhatikan aspek kesehatan,
yaly pemibanguman yang tidak monimbulkan dampak negati! terhadap
leesahattan, setidak4lidaknya 1arhadap lingkungan dan perilaku masyarakat.

2  Mendowongkemanditanihidupsohat bagikeluansa dan masyarakat di wilayah
heerjamya
Puskesmas slkan ssladluiberupaya .agzr sefiap xeluarga dan masyarakat yang
battempat tinggal diwilayah kerjznya makin berdaya di bidang kesehatan,
mwwimmin@kammpamgewhuamtdamfkermmpuanmenuju kemandirian untuk
tidlyp sgnat,

3. Memsgihara dan meningkatkan muiu, pemerataan dan ket‘erjangk‘auan
palayanankessghatanyangdisalamggarakan Puskesmas akan selalu berupaya
memnyelsnygaraian pelayanankesehaian yang sesuai dengan standar dan
memuEskan masyarakat, imengypayakan pemarataan pelayanan kesehatan
sertameningkatkan etisiensipangelolaan dana sehingga dapat dijangkau
dlehselunhangsotamasyarakat.

4. Memsgliaa dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan
. masyarkatibesera lingkungannya.

Puskesmasakanseldlulberypaya memelitara dan meningkatkan kesehatan,
menceyah dan menyambukkan penyakit, serta memulihkan kesahatan
pero@amgan, keluargadanmasyarakatyang berkumjung danyang bertempat
timggal di willayah kketjanya, tanpa diskfiminasi-dan dengan menerapkan
kemazjuamillmy dam tekndlogikesehatan yang sesuai. Upaya pemeliharaan -

- dan paningkatan yang dilakukan Puskesmas mencakup pula aspek
limgkungandariyangbersangkutan.
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Tujuan

Tujuan pembangunan kesehalan yang ¢diseienggarakan oleh Puskesmas adalah
mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatlan nasional yakni
meningkatkan kesadaran, kemauan ¢an kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas agar terwujud derajat kesehatan
yang setinggi-tingginya dalam rangka mevujudkan Indonesia Sehat 2010.

Fungsi

1. Pusat Penggerak Pembangunar: ianuinaihian Kesehatan
Puskesmas selalu berupaya meng erakian dan memantau penyelenggaraan

\ pembangunan lintas seklor (cermnsuk oleh inasyarakat dan dunia usaha di
wilayah kerjanya,sehingga herwsimin ~oia mendukung pembangunan
kesehatan. Di samping itu Puskisinie, akhifmernantau dan melaporkan
dgampak kesehatan dari penycicnggarainn setiap program pembangunan di
wilayah kerjanya. Khusus wnity pembiangunan kesahalan, upaya yan(
dilakukan Puskesmas adalah menguinmakian pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit tanpa mengatimxat  penyembuhan penyakit dan
pemulihan kesehatan. ‘

2. Pusat Pemberdayaan Masyaraxai

puskesmas selalu berupaya agar perorancganterutama pemuka masyarakat,
keluarga dan masyarakal termasuk auni usaha memiliki kesadaran, kemauan
dan kemampuan melayan: girt sens. i masyarakat untuk hidup sehat.
berperan aklif dalam memperuangran vepentingan kesehatan termasuk
sumber pembiayaannya, sena ikl ~anciapkan, menyelenggarakan dan
memantau pelaksanaan proram resehaian. Pemberdayaan perorangan,
keluarga dan masyarakat ini diselengiarakan dengan memperhatikan kondisi
dan siluasi, khususnya sosial buday: imasyarakal setempal.

3, Pusat Pelayanan Kesehatan Eiraia i:riuma
puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan
lingkat pertama secara menyelusun. icrpadu dan berkesinambungan.

Pelayanan kesehatan tingkat periama yang menjadi tanggungjawab
Puskesmas meliputi:

a.  Pelayanan Kesehatarn ot i
Pelayanan kesehatan peroransicartaiah pelayanan yang bersifat pribadi
(private goods) dengan tujuan aiinha mmenyembuhkan penyakit dan
pemulihan kesehatan peroraniian, ianpa mengabaikan pemeliharaan
kesehatan dan pencegahan penyaxit. Pelayanan perorangan tersebut

adalah rawat jalan dan untux Puskesmas lertentu ditambah dengan
rawal inap. ‘

~!
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b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik
(public goods) dengan tujuan ulama memelihara dan meningkatkan

- kesehatan sera mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan
Penyakit dan pemulihan kesehalan, Pelayanan kesehatan masyarakat
tersebut anlara lain adalah promosi kesehatan, pemberantisan penyakit,
penyehatan lihgkungan. perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga,
keluarga berencana, kesehatan jiwa masyarakat serta berbagai program
kesehatan masyarakat lainnya. °
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KEDUDUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA

A. Kedudukan

Kedudukan Puskesmas di
Kesehatan Nasional, Sistem Kesehatan K
Daerah:

1. Sistemn Kesehatan Nasional
Kedudukan Puskesmas dalam Sistern K
sarana pelayanan kesehatan strala per
menyelenggarakan upaya keseh
masyarakal di wilayah kerjanya.
Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota
Kedudukan Puskesmas dalam Sistem Ke
sebagai Unit Pelaksana
bertanggungjawab menyelenggarak
kesehatan Kabupaten/kota di wilayah kerjanya.
Sistem Pemerintahan Daerah
Kedudukan Puskesmas dalam Sisie
unit pelaksana teknis dinas
struktural Pemerintah Daer
kecamatan.

Antar Sarana Pelayanan Keseh
Di wilayah kerja Puskesmas
kesehatan strata petamayang
seperti praktek dokter, praktek dokier gig
kesehatan masyarakat. Kedudukan Puskesmas
pelayanar: kesehatan strala pertama i adalah
kerja Puskesmas terdapat pula berbagai
dan bersumberdaya masyarakatsep
dan Pos UKK. Kedudukan Puskesma
kesehatan berbasis dan bersum:

tama

rdaya ma
B.  Organisasi

4. Struktur Organisasi
Struklur organisasi Puskesmas l¢rgar
masing-masing Puskesmas. Penyusunar
satu kabupaten/kota dilakukan
sedangkan penetapannya dilakuk

pedakan menurul reterkaita
abupaten/Kota d

alan perorangan

nnya dengan Sistem
an-Sistem Pemerintah

¢sehatan Nasional adalah sebagai

yang bertanggungjawab
dan upaya kesehatan

schatan Kabupaten/kota adalah
Teknis Dinas kesehatan kabupa

ten/kota yang

an sebagian tugas pembangunan

m Pemerintahan Daerah adalah sebagai
kesehalan xabupaten/kota yang merupakan unil
ah Kabupaten/Kota bidang kesehatan di tingkat

atan Strata Pertama
terdapatl berbagai org
cikelola oleh lembaga masyarakat dan swasta

anisasi pelayanan

i, praktek bidan, poliklinik dan balai

di antara berbagai sarana
sebagai mitra. Di wilayah

bentuk upaya kesehatan berbasis
e Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa
s ¢fi anlara berbagai sarana pelayanan
syarakat adalah sebagai pembina.

wung dari kegiatan dan beban lugas
Astruktur organisasi Puskesmas di
oleh dinas ke

sehatlan kabupaten/kota,

inas
an c¢engan Peraturan Daerah.
—_
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Sebaga}i acuan dapat dipergunakan gola struktur organisasi Puskesmas
sebagai berikut; ™—

a. Kepala Puskesmas

b.  Unit Tata Usaha yang benanggungjawvab membantu Kepala Puskesmas

dalam pengelolaan:
- Datadan Informasi
Perencanaan dan Peniiaizn
Keuangan
) Umum dan Kepegawaian
¢. * Unil Pelaksana Teknis Fungsional Puskesmas:
Upaya Kesehatan lasyarakal, lermasuk pembinaan terhadap
UKBM
Upaya Kesehatan Percrangan
d. Jaringan pelayanan Puskesmas:
Unit Puskesmas Pembaniu
Unil Puskesmas Keliling
Unit Bidan di Desa/Komurnitas

Kriteria Personalia

Kriteria personalia yang mengisi struktur organisasi Puskesmas disesuaikan
dengan tugas dan langgungjawab masing-masing unit Puskesmas. Khusus
untuk Kepala Puskesmas kritetia lersebut dipersyaratkan harus seorang
sarjana_di bidang kesehaltan yang kurixulum pendidikannya mencakup
ke$ehafan masy»a_r;}_is\./% — (1T i

————

Eselon Kebéla Puskesmas
Kepala Puskesmas adalah penanggunsjawab pembangunan kesehatan d

"lingkat Kecamalan, Sesuai dengan tanggungjawab tersebut dan besarnya

peran Kepala Puskesmas dalam Fenyeienggaraan pembangunan kesehaian
di tingkat kecamatan maka jabatan Kepala Puskesmas setingkal dengan
eselon [M-B™

amrkéadaan lidak lersedia tenaga yang memenuhi syarat untuk menjabat
jabatan eselon I1I-B, ditunjuk pejabat sementara yang sesuai dengan kriteria
Kepala Puskesmas yakni seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum
pendidikannya mencakup bidang kesehatan masyarakat, dengan kewenangan
yang selara dengan pejabat tclap.

C. Tata Kerja

1.

10

Dengan Kantor Kecamatan
Dalam melaksanakan fungsinya, Puskesmas berkoordinasi dengan kantor
Kecamatan melalui pertemuan berkala yang diselenggarakan di tingkat

~kecamatan. Koordinasi fersebut mencakup perencanaan, penggerakan

pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta penilaian. Dalam hal
pelaksanaan fungsi penggalian sumberdaya masyarakat oleh Puskesmas,
koordinasi dengan kantor Kecamatan mencakup pula kegiatan fasilitasi.
¢ ot
/ CEN ;',~. ' ’ ' : .::'v,’..u//' o L e
.; : ' . .

f? o’az/ e
(7




Lo oM
[

Vit AR

,-.‘711"; LI

e

MENTERI FESEHATAN
REPUSLIX INDONESIA

2. Dengan Dinas Kesehatan Kabtupzizn nols
Puskesmas adalah unit pelaksana ‘s Cinas kesehatan kabupaten/kota.
Dengan demikian secara leknis dan administralil, Puskesmas
bertanggungjawab kepada Dinas kesehaizrn <abupatenvkota. Sebaliknya Dinas
. kesehatan kabupaten/kota berianggunyjawab membina serta memberikan

bantuan administratif dan teknis kepa da Puskesmas.

3. Dengan Jaringan Pelayanan Keschaian Siraia Pertama
Sebagai mitra pelayanan kesehatan siraia penama yang dikelola oleh lembaga
masyarakat dan swasta, Puskesmas menjalin kerjasama termasuk
penyelenggaraan rujukan dan memaniau kegiatan yang diselenggarakan.
Sedangkan sebagai pembina upaya keschalan bersumberciaya masyarakal,
Puskesmas melaksanakan bimbinga: tevnis, pemberdayaan dan rujukan
sesuai kebutuhan. ‘

Jda
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e
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4. DenganJaringan Pelayanan Keschalin Foaukan
+ Dalam menyelenggarakan upaya kasetatan perarangan dan upaya kesehatan
masyarakat, Puskesmas menjalin kerjasama yang eral dengan berbagai
pelayanan kesehatan rujukan. Untuv. unaya kesehatan perorangan, jalinan
kerjasama tersebut diselenggaraka~ dengan berbagai sarana pelayanan
kesehatan perorangan seperii rumah saxit (Kabupaten/kota), dan berbagai
balai kesehatan masyarakat (Balai Pzngobatan Penyakit Paru Paru, Balai
Kesehatan Mata Masyarakat, Bala: Kesehatan Kerja Masyaraka!, Balai
Kesehatan Olahraga Masyarakal, Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat, Balai
Kesehatan Indra Masyarakal). Scdangkan untuk upaya kesehatan
masyarakat, jalinan kerjasama diselznggarakan dengan berbagai sarana
pelayanan kesehatan masyarakai rujukan, seperli Dinas kesehatan
kabupaten/kota, Balai Teknik Kesehaian Lingkungan, Balai Laboratorium
Kesehatan serta berbagai balai kesenaian masyarakat. Kerjasama tersebut

diselenggarakan melalui peneragan konsep rujukan yang menyeluruh dalam
koordinasi Dinas kesehatan kabupaien/koia. .

5. Dengan Lintas Sektor
Tanggungjawab Puskesmas setagal unil pelaksana teknis adalah
menyeler'ggarakan sebagian iugas permsangunan kesehatan yang dibebankan
oleh Dinas kesehatan kabupa:c. «oia. Unluk hasil yang optimal,
penyelenggaraan pembanqgunan xcsehalan tersebul harus dapal
dikoordinasikan dengan berbagal knias sekior lerkait yang ada di tingkat
kecamatan. Diharapkan di saiu p'ak, penyelenggaraan pembangunan
kesehatan dikecamatan tersebut rrocadanat dukungan dari berbagai sekior
lerkait, sedangkan di pihak Lo peovaaganan yang diselenggarakan oleh
sckior lain ditingkat kecamatinn Lt positif lerhadap kesehatan.
Dengan Masyarakat

Sebagai penanggungjawab penyeienggaraan pembangunan kesehalan
diwilayah kerjanya, Puskesmas m 'uran dukungan aktif dari masyarakat
sebagai objek dan subjek pembangunan. Dukungan aklif tersebut
diwujudkan melalui pembentukan Zadan Penyantun Pusknsmas (BPP).

o
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yang'menghimpun berbagai potens: Imasyararal, seperti: iokoh masya:.
lokoh agama, LSM, organisasi k-m:syarakatan, serta dunia usaha.
tersebut berperan sebagai it |

“uskozsmas dalam menyelenggar
pembangunan kesehatan.

Badan Penyantun Puskesmas (BPP)

. Pengerlian:
Suatu organisasi yang mengnumpun tokoh-tokon masyarakat pea..
kesehatan yang berperan sevagzi mitra kerja Puskesmas dalam

menyelenggarakan upaya pembangjunan kesehatan di wilayah keriz
Puskesmas. ,

Fungsi:
1. Melayari pemenuhan kebuiunzn penyelenggaraan pembangunian
- kesehatan oleh Puskesmas (1o serve)
2. Memperjuangkan kepentingan kesehatan dan keberhasilan
pembangunan kesehatan cleh Puskesmas (to advocate)

3. Melaksanaan tinjavan krilis dan memberikan masukar. tentang
* kinerja Puskesmas (to walch)

o e = B e~ o ea -
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RAR IV
UPAYA DAN AZAS PENYELEMNGGARAAN

Ugaya

urluk (ercapainya visi pembangunat. arhEi aian melaiur Puskezmas yakn:
(arwujudnya Kecamatan Sehat LiGnuiy indpnesia Sehat, Puskesmas
'oerlanggungiawab rmenyelenggarara' upayi rasenaten nerorangan dan upays
»sgehatan masyaraxal, yang keduanya pia ciniad dar sistem kesehalan nasiona:
merupakan pelayanan kesehatan hinghai LA, Upaya Kesenatan tersebui
dixelornpokkan menjadi dua yakni

1. Upaya Kesehatan Wajib
Upaya kesehatan wajib Puskesiinsg agalah upaya yand ditetapkan
perdasarkan komitmen nasional, regioral Gan glchal senayang mempunya
daya ungkit tinggi untuk peningkaian neraai kesenatan masyarakat. Upaya
kesehatan wajib ini harus dizeizngoarakan oleh seiiap Puskesmas yang
aca di wilayah Indonesia.

. Upayakesehatan waijio tersebti clainiv
a. Upaya Fromosi Kesehaiii
b. Upaya Kesehatan Lingkungar:
¢, Upaya Kesehatan Ibu dan Anas st Kaluargs Berenciara
4. Upaya Perbaikan Gizitaasyarabitl -
e \paya pencegahan dan Pt oot i Panyakil irntitar
«  "ypaya Pengobatan

2. Upaya Kesehalan Pengemtuingiss: |
Upaya kesehatan pengembangean 0,40, 0nas acatah upaya yang ditetapkan

perdasarkan permasaiahan kasehiutan vithg ditemukan di masyarakat sena
yang disesuaikan dengan kKemami. it Suskesmas. Upaya kesehatar.
pengembangan dipilih dari Zatiar vpns . ceahatan pckok Puskesmas yang
telah ada yakni; ' :

Upaya Kesehalan Sekeclah.

Upaya Kesehatan Olah Rage. :

Upaya Perawatan Kesohalan iitsyerakat, '

Upaya Kesehatan Keria,

Upaya Kesehatan Gigi ¢an taunt,

Upaya Kesehatan Jiv:2,

Upaya Kesehatan Maiz,

Upaya Kesehatan Usia Lanjut.

i, Upaya Pembinaan Peggobaian Trahsmonal.

o me@OOF

Upaya laboratorium medis dan latbcratonum kesehatan mésyarakal serl
upaya pencatatan pelaporan tidak iermasuk pilihan karena ketiga upaya In
merupakan pelayanan penunjang dan saliap upaya wajib dan upayi
pengembangan Puskesmas. '

[
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Perawatan kesehatan masyarakat merupakan pelayanan penunjang baik

upaya kesehatan wajib maupun upaya kesehatan pengembangan. Apabila

perawatan kesehatan masyarakat menjadi permasalahan spesifik di daerah

tersebut maka dapat dijadikan sebagai salah salu upaya kesehatan
" pangembangan.

Upaya kesehatan péngembangan Puskesmas dapat pula bersifat upaya
inovasi, yakni upaya lain diluar upaya Puskesmas tersebut di atas yang sesuai
dengan kebutuhan, Pengembangan dan pelaksanaan upaya inovasi ini adalah
dalam rangka mempercepat tercapainya visi Puskesmas.

Pemilihan upaya kesehatan pengembangan ini dilakukan oleh Puskesmas
bersama Dinas kesehalan kabupaten/kola dengan memperimbangkan
masuRan dari BPP. Upaya knsehatan pengembangandilakukan apabila upaya

kesehalan wajib Puskesimas ol tertiiksana socara oplrnal dalem it targol
cakupan sena peningkalan muly pelayanan telah tercapai. Penetapan updaya
kesehatan pengembangan pilihan Puskesmas ini dilakukarn oleh Dinas
kesehatan kabupatlen/kola. Oalam <eadaan lertentu upaya keschatin
pengembangan Puskesinas dapal il duelipkan sebagin penugasan ol :h

dinas keschatan kabupislen/xots.

Apabila Puskesmas belum mamg:: menyelenggarakan upaya kesebalan
pengembangan padahal telah manj:i kebutuhan masyarakat, maka Dinas
kesehatan kabupaten/koty bertanggungjawab dan wajib menyeleng-
garakannya. Untuk itu Dinits keschaizn xabupaten/kota perlu dilengkapi
dengan berbagai unit fungsional lainiya,

Dalam keadaan lertentu, masyaraxal membutuhkan pula pelayanan rawat
inap. Unluk ini di Puskesmas dapai dixembangkan pelayanan rawal inap
lersebut, yang dalam peliaksanaannya harus memperhalikan berbagai
persyaratan lenaga, sarana dan prasarana sesuai dengan standar yangtelah
ditetapkan. :

|
Lebih lanjut, di beberapa daerah terigntu lelah muncul pula kebutuhan
masyarakat terhadap peliiyanan medix spesialistik. Dalam keadaan ini, apabila
ada kemampuan, di Puskesmas capal cikembangkan pelayanan medik
spesialistik tersebut, baik dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap..
Keberadaan pelayanan rnedik spesialistix ¢i Puskesmas hanya dalam rangka
mendekalkan pelayanan rujukan kepada masyarakat yang membutuhkan,
Status dokter dan atau tenaga spesiaiis yang bekerja di Puskesmas dapat
sebagailenaga konsulen atau lenaga ietap fungsional Puskesmas yang diatur
oleh Dinas kesehatan kabupaten/xcia selempatl.

Perlu diingat meskipun Puskesmas menyelenggarakan pelayanan medik
spesialislik dan memiliki lenaga spesialis, kedudukan dan flungsi Puskesmas
lelap sebajai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang
bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan
pelayanan kesehatan masyarakal ¢l wilayah kerjanya.
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B. Azas Penyelenggaraan

Penyelenggaraan upaya kesehatan wap dan upaya kesehatan pengembangan
harus menerapkan azas penyelenggaraan Puskesmas secara terpadu. Azas
penyelenggaraan Puskesmas tarsebut dikembangkan dari ketiga fungsi
Puskesmas. Dasar pemikirannya acaiah penlingnya menerapkan prinsip dasar
dari setiap fungsi Puskesmas dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas,
baik upaya kes :hatan wajib maupun upaya kesehatan pengembangan. Azas
penyelenggarzan Puskesmas yang dimaksued adalah: '

1. Azas Pertanggungjawaban Wilaysah .

Azas penyelenggaraan Puskesmas yani pertama adalah pertanggung-

jawaban wilayah. Dalam ani Puskesrnas bhernanggungjawab meningkatkan

derajat kesrhatan masyarakatl yang verempat tinggal di wilayah kerjanya.

Untuk ini Puskesmas harus rmalaksanakan berbagai kegialan, antara lain

sebagai berikul:

a. Menggerakkan pembangunan nerbagai seklor tingkat kecamatan
sehingga berwawasan kesehatan

b. Memantaudampak berbagai upaya pembangunan terhadap kesehalan

 masyarakat di wilayah kerjanya '

c. Membina setiap upaya keschatan siraia penama yang diselenggarakan
oleh miasyarakat dan dunia usaha dgi wilayah kerjanya

d. Menyelenggarakan upaya kesehatan strata pertama (primer) secara
merata dan terjangkau di wilayah kerjanya.

Diselenggarakannya upaya kesehaian strata pertama oleh Puskesmas
Pembantu, Puskesmas Keliling. Bidan di Desa serta berbagai upaya
kesehatan di luar gedung Puskesmas lainnya (outreach activities) pada

dasarnya merupakan realisasi dari pelaksanaan azas pertanggungjawaban
wilayah.

2. Azas Pemberdayaan Masyarakal

Azas penyelenggaraan Puskesmas yang kedua adalah pemberdayaan
masyarakat. Dalam arti Puskesmas wajib membardayakan perorangan.
keluarga dan masyarakat, agar berperan aklif dalam penyelenggaraan setiap
upaya Puskesmas. Untuk ini, berbagai potensi masyarakal perlu dihimpun
melalui pembentukan Badan Penyantun Puskesmas (BPP). Beberapa
kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Puskesmas dalam rangka
pemberdayaan masyarakat antara lan:

a.  Upaya Kesehatan lbu dan anak: Posyandu, Polindes, Bina Keluarga
Balita (BKB)

b. Upaya Pengobatan: Posyanzu, Pos Obat Desa (POD),

c. Upaya Perbaikan Gizi: Posyandu, Panti Pemulihan Gizi, Keluarga Sadar
Gizi (Kadarzi) '

d. Upaya Kesehalan Sekolah: dokier kecil, penyertaan guru dan orang
tua/wali murid, Saka Bakti Husada (SBH), Pos Kesehatan Pesantren
(Poskestren) .

e. UpayaKesehatan Lingkungan: Kelompok Pemakai Air (Pokmair), Desa

\ Percontohan Kesehatan Lingkungan (DPKL)

15.
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I Upaya Kesehatan Usia Lanjut: Posyandu Usila, panli wreda

g. UpayaKesehatan kerja: Pos Upaya Kesehalan Kerja (Pos UKK)

h. “"Upaya Kesehatan Jiwa: Posyandu, Tim Pelaksana Kesehalan Jiwa
Masyarakat (TPKJM)

i.  Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional: Taman Obat Keluarga

. (TOGA), Pembinaan Pengobal Tradisional (Battra)

j. Upaya Pembiayaan dan Jaminan Kesehalan (inovatif): dana sehat,
Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin), mobilisasi dana keagamaan.

Azas Keterpaduan
Azas penyelenggaraan Puskesmas yang ketiga adalah keterpaduan. Untuk
mengalasi kelerbatasan sumberdaya serta diperolehnya hasil yang optimal,
penyelenggaraan seliap upaya Puskesmas harus diselenggarakan secara
terpadu, jika mungkin sejak dari tahap perencanaan. Ada dua macam
keterpaduan yang perlu diperhatikan yakni:
a. Kelerpaduan Lintas Program
Kelerpaduan lintas program adalzh upaya memadukan penyelenggaraan
berbagai upaya kesehatan yang menjadi tanggungjawab Puskesmas.
~Contoh kelerpaduan lintas program antara lain:
1) Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS): keterpaduan KIA dengan
P2W, Gizi, Promosi Keschalan, Pengobatan,
2) Upaya Kesehatan Sekolah (UKS): keterpaduan kesehatan
lingkungan dengan Promosi Kesehalan, pengobatan, kesehatan gig,
. kesehalan reproduksi remaja dan kesehatan jiwa
3) Puskesmas Keliling: keterpaduan pengobatan dengan KIA/KB, g1z,
promos' kesehatan, keschatan gigi
4) _ Posyandu: keterpaduan K!IA dengan KB, Gizi, P2M, kesehatan jwa,
promosi kesehatan

b. - Keterpaduan Lintas Sekior

Kelerpaduan lintas seklor adalah upaya memadukan penyelenggaraan

upaya Puske'smas (wajib, pengembargan dan inovasi) dengan berhagai

program dari seklor terkail lingkal kecamatan, termasuk organisasi

kemasyarakalan dan dunia usaha. Conloh kelerpaduan lintas saklor

anlara lain:

1) Upaya Kesehatan Sekolah: keterpaduan sektor kesenatan dengan
camal, lurah/kepala desa, pendicikan, agama

2) Upaya Promosikesehatan: keterpaduan sektor kesehatan dengan
camal, lurah/kepala desa, pendicikan, agama, pertanian

3) Upaya Kesehalan ibu dan anak: keterpaduan sektor keseliian
dengan camal, lurah/kepala desa, organisasi profesi, organisasi

. kemasyarakatan, PKK, PLXD

4) Upaya Perbaikan gizi: kelerpacuan sektor kesehatan dengan camat,
lurah/kepala desa, peranian, pendidikan, agama, koperasi, tiuma
usaha, PKK, PLKB

S) ‘Upaya Pembiayaan dan Jarminan Kesehalan: keterpaduan sektor
kesehalan dengan camat, luran/kepala desa, tenaga Kerja, koperasi,
dunia usaha, organusasi kemasyarakatan

6) Upaya Kesehalan kerja: keterpaduan sekior kesenatan denan

. camal, lurah/kepila dlesa, tenzga kerja, dunia usaha

-
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Azas Rujukan

Azas penyelenggaraan Puskesmas yary veempal adalah rujukan. Sebagai
sarana pelayanan kesehatan tingkat periama, kemampuan yang dimiliki oleh
Puskesmas terbatas. Padahal Puskesmas berhadapan langsung dengan
masyarakat dengan berbagai permasalanan kesehatannya. Untuk membantu
Puskesmas menyelesaikan berbagai masalah kesehatan tersebut danjuga
untuk meningkatkan efisiensi, maka penyelenggaraan seliap upaya

Puskesmas (wajib, pengembangan dan inovasi) harus ditopang oleh azas
rujukan.

Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus
penyakit ataurmasalah kesehalznyang diselenggarakan secara timbal balik,
baik secara venikal dalam anidar satu strata sarana pelayanan kesehatan
ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horizontal
dalam artiantar'sirata sarana pelayanan kesehatan yang sama.

Sesuai dengan jenis upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas
ada dua macam rujukan yang cizenal yakni:

a.. Rujukan Upaya Kesehaian Perorangan
Cakupan rujukan pelayanan keschalan perorangan adalah kasus
penyakil. Apabila sualu Puskesmas tidak mampu menanggulangi satu
kasus penyakit tedentu. maka Puskesmas lersebut wajib merujuknya
ke sarana pelayanan keschaian yang lehih mampu (baik horizontal
maupun vertikal). Sebalixnye pasien pasca rawal inap yang hanya
-memerlukan rawat jalan sederhana, dirujuk ke Puskesmas.

Ru;ukan upaya kesehaian perorangan dibedakan atas tiga macam:

1) Rujukan kasus uniu® xeperivan thagnostik, pengobatan, tindakan
medik (misal operasy) “an lam-iin.

2) Rujukan bahan pemerksaan (spesimen) untuk pemeriksaan
laboratlorium yang labih lengkap.

3) Rujukanilmu pengetzhuan aniaralain mendatangkan tenaga yang
lebih kompeten uniuk melakukan bimbingan tenaga Puskesmas
dan atau pun meryelenggarakan pelayanan medik di Puskesmas.

b. Rujukan Upaya Kesehaian hMasyarakat ,
Cakupan rujukan pelayanan kesehatan masyarakat adalan masalah

kesehatan masyarakat, misainya kejadian luar biasa, pencemaran
linghungan, dan bencana.

Rujukan pelayanan kesahnias asyarakal juga dilakukan apabila salu
Puskesmas lidak marmpu menyeinnggarakan upaya kesehatan
masyarakatl wajib dan penqgenibangan, padahal upaya kesehatan
masyarakat lersebul lelidh eneogaed webutluhan masyarakal, Apabila suatu
Puskesmas idak mamgpu mienanggulang masalah kesehatan masyarakal
dan atau lidak mampu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat,

maka Puskesmas warb merujukaya ke Dinas kesehatan kabupaten/
kota.

17
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Rujukan upaya kesehalan masyarakal ¢idedakan alas liga macam:

1)
2

)

Rujukan sarana dan logistix, antara lain peminjaman peralatan
{ogging, peminjaman alal laboralorium kesehatan, peminjaman alat
audio visual, bantuan obat, vaksin, bahan-bahan habis pakai ¢an
bahan makanan. :

Rujukan tcnada, antara lain dukungan lenaga ahli untuk penyidikan
kejadian luar biasa, bantuan penyelesaian masalah hukum
kesehatan, cenanggulangan gangguan xesehatan karena bencana
alam.

Rujukan operasional, yakni menyerahkan sepenuhnya kewenangan
dantanggungjawab penyclesaian masalah kesehatan masyaraxal

. dan atau penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat (antara

lain Usaha Kesehatan Sckolah, Usaha Kesehatan Kerja, Usaha
Kesehatan Jiwa, pemeriksaan contoh air bersih) kepada Dinas
kesehatan kabupaten/kota. Rujukan operasional diselenggarakan

. »apabila Puskesmas tidak maimpu.
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Secara skematis pelaksanaan azas rujukarn dacal thzambarkan sebagai berikut :

Rujukan Pelayanan
Keschatan Perorangan

Rujukan Palayanan
Kesehatan Masyarakat

\ .

\\
RS "Jmum/ . ' Depkes
Khusus PusaV Stratt Dinkes Propinsi
Propinsi et
\
RS Umum/Khusus ? | =
Kab/Kota \ Di : K
Strata ||  Stata & inkes Kab/Kota
BP4, BKMM, i 7 BP4, BKMM, BKKM
Klinik Spesialis Swasta kedua. | | “rECu2 . o
Prakiek Dokter Spesialis | \
Swasta i A
Prakiek Dokler l \
Umum Swasta i :
(Or. Keluarga) Strata ! Sirata Puskesmas
Puskesmas ' perlama | sernama
Balai pengobatan !
BKIA i
Praktek Bidan i
Swasta !
'| UKBM : Posyandu
Posyandu! Masyarakat d *iasvarakat Polindes,
Polindes P UKBM lain
Ly
I A
Upaya Kes. i
Kgluyarga Perorangan/ ! Sarorangan/ Kader Kesehatan
Mandifi Keluarga : ‘ “oluarga Upaya Kesehatan

Keluarga Mandiri
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Contoh Ganti Chart Usulan Regatan (RUK)
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Rencanz ini disusun mziziui pesiemuan perencanaan tahunan
Puskesmas yang dilaksanakan sesuai dengan siklus perencanaan
Kabupaten/kota dengan mans.kuisariakan BPP serta dikoordinasikan
dengan camat.

Mengajukan Usulan Kegiatan

Langkah kedua yang dilakukan Puskesmas adalah mengajukan usulan
kegiatan ke dinas kesehaian kabupaten/kota untuk persetujuan
pembiayaannya. Perlu diperhatixan dalam mengajukan usulan kegiatan
harus dilengkapi dengan usulan kebutuhan rutin, sarana dan prasarana
danoperasional Puskesmas besera pembiayaannya.

Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegialan

Langkah ketiga yang dilakukan oleh Puskesmas adalah menyusun
rencana pelaksanaan kegiatan yang lelah disetujui oleh Dinas kesehatan
kabupaten/kota (Rencana Kerja Kegiatan/Plan of Action) dalam bentuk
matriks (Gantt Chart) yang dilengkapi dengan pemetaan wilayah
(mapping). '

Contoh Gantt Chan Rencana Pelaksanaan (POA)

Upaya Kesehatan

N Vol Rmoan | Lokasi | Tenaga Kebutuhan
o |Kegiatan| Sasaran| Targei Keq pelaksa | pelaksa | pelaksa | Jadwal | pelak
naan naan na . saan

!
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Contoh Pemelaan Wilayah Ugaya Kesehatan Puskesmas
(Mapping)

N
Dosa B f/ e \\ Dosa F

Dosa D T
©

i fowec O\ i

'
{
o "
na S S
I (. = ‘; 3

i‘l_d Pureeimas

Ketorangan : 5 Uy Fuse Berzane
Desa A : Bidan Tay T Pinan
Dosa O ; Parawal Hamd 2
Desa C : Uidan Hallman ¢/ Carzantanaces < 60%
gug ¢ Bidan Siy ,

33 € :Perawal Anwar Casuzan vd < 83%
Desa F : Suaib {Sanilanan) :
Oesa G : Anwar (Glzl) S Coruzanamban & Kir bars < €6%

2. Perencanaan Upaya Kesehatan Pengemtangan
Jenis upaya kesehatan pengembeangan dipilih dari daftar upaya kesehatan
Puskesmas yang telah ada, atau ujaya inovasi yang dikembangkan sencin.
Upaya.laboratorium medik, upaya iaboraiorium kesehatan masyaraxat dan
pencalatan pelaporan idak lermasun pilinan Karena kKetiga upaya ini adalan
upaya penunjang yang harus cila<uxan untuk kelengkapan upaya-upaya
Puskesmas. Langkah-langkah pcrercanaanupaya kesehatan pengembangan
" yang dilakukan oleh Puskesmas imencaxup hal-hal sebagai benkut:

a. ldentilikasi Upaya Kesehaian Fengembangan

Langkah pertama yang dilakukan acalah mengidentitikas) upaya
kesehatan pengembangan yang akan diselenggarakan oleh Puskesmas.

" Identilikasi ini dilakukan berdasarxan ada tidaknya masalah kesehatan
yang terkait dengan seliap uzaye keszhalan pengembangan tersebut.
Apabila Puskesmas mermili«i xemampuan, icenlitikast masalah
dilakukan bersama masyara«a: melalui pengumpulan data secara
langsung di lapangan (Surve: Liavas Diri).

‘e
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‘ Survei Mawas Diri

Pengertian:

Kegiatan pengumpulan
yang dihadapi, sen2 potensiy
lersebut.

data uniuk mengenali keadaan dan masalah
ang dimiliki untuk mengatasi masalah

Tahapan pelaksanaan:
1. Penoumnulan data dadat berupa data primer yakni yang

dikun: ..nan langsu iri sumber data atau data sekundel
yakni y2ng berasal - satanyang ada.

2. Pengoiahandala

3. Penyajian data beri: oo masaish dat::

USRI » ea——————

Tetapi apabila kemarm: .. wmpulan data bersatna inasyara
lersebut tidak dimiliki ¢ .smas, idontifikasi dilakukan mel:
kesepakalan kelompck i ) Technique) oleh petugas Puskesr
dengan mengikut sefat. 1n Penyantun Puskesmas.

Delbecq Technique

Pengertian:
Perumusan masalah dan indentifikasi potensi melalui kesepakat
sekelompok orang yang memahami masalah tersebut.

Tahapan Pelaksanaan:

1. Pembentukan Tim

2. Menyusun daitar masalah

3. Menetapan kriteria penilaian masalah

4. Menetapkan urutan prioritas masalah berdasarkan Kkriti
penilaian dilengkapi ¢engan uraian tentang potensi yang din

Tergantung dari kemampuan yang dimiliki, jumlah upa};a kese
pengembangan yang terpilih dapat lebih dari satu.

Di samping itu identitikasi upaya kesehatan pengembangan dap
memilih upaya yang bersiat inovatif yang lidak tercantumn dalain
upaya kesehatan Puskesmas yang telah ada, melainkan dikembsz
sendiri sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyaraka
kemampuan Puskesmas.
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Menyusun Usulan Kegiatan . |
Langkah kedua yang dilakukan clah Puskesmas adalah menyusun usulan
kegialan yang berisikan rincian kcglalan tujuan, sasaran, besaran

kegialan (volume), waklu, lokasi seria perkiraan kebutuhan biaya untuk
setiap keglatan

Rencana yang tefah disusun tersebut diajukan dalam bentuk matriks
(Ganlt Chan). Penyusunan rencana pada tahap awal pengembangan
program dilakukan melalui pertemuan yang dila“sanakan secara khusus
bersama dengan BPP dan Dinas =eschatan kasupaten/kota dalam bentuk
musyawarah masyarakat.

Musyawarah Masyarakat

Pengenrtian:

Perlemuan masyarakal yang ¢:nadiri oleh para pemimpin, bais tormal
maupun informal dan anggota masyarakal unluk merumuskan prlonlas
masalah kesehatan dan upaya penangguj/angannya.

Tahap Pelaksanaan:
1 1. Pemaparan dallar masalah kesehatan dan potensi yang dimiliki
2. Membahas dan melengkapi urutan prioritas masalah
3. Membahas dan melengkapi poiensi penyelesaian masalah yang
, dimiliki

4. Merumuskan cara penanggulangan masalah sesuai dengan

polensi

5. Menelapakan rencana kcgiatan penanggulangan masalah (dalam
bentuk Gantt Char)

Penyusunan rencanii pida lahap pelaksanaan tahun berikutnya dilakukan
secara terinlegrasi dengan penyusunan rencana upaya kesehatan wajib.

Mengajukan Usulan Kegiatan

Langkah ketiga yary l|||akUr<dﬂ u.wh Puskesmas adalah mengajuxan
usulan kegiatan k¢ Dinas xesehatan kabupaten/kota untuk
pembiayzannya. Usulan kegxalan tersebul dapat pula digjukan ke Badan
Penyaniun Puskesmis atau pitex-pinak lain. Apabila diajukan ke prhak-
pihak.lain, usulan kegintan harus dilengxapi dengan uraian tentang latar
belakang, 'ujuan serla urgensi perlu dilaksanakannya upaya
pengembangan tersahit.

Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiaian

Langkah keempat yang dilakukan oleh Puskesmas adaiah menyusun
rencana pelaksanaan kegiatan yang telan disetujui olen Dinas kesehatan
kabupaten/kola alau penyandang dana lain (Rencana Kerja Kegiatan/
Plan of Action) dalam  bentuk mzirins (Ganti Chart) vang di-
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lengkapi dengan pemetaan wilayah (mapping). Penyusunan rencana
pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara terpadu dengan penyusunan
rencana pelaksanaan upaya kesehatan wajib. '

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pelaksanaan dan Pengendalian adalah proses penyelenggaraan, pemantauan
serta penilaian terhadap penyelenggaraan rencana tahunan Puskesmas, baik
rencana tahunan upaya kesehatan wajib maupun rencana tahunan upaya
kesehatan pengembangan, dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja

Puskesmas. Langkah-langkah pelaksanaan dan pengendalian adalah sebagai
berikut:

1.

Pengorganisasian :

Untuk dapat terlaksananya rencana kegiatan Puskesmas perlu dilakukan
pengorganisasian. Ada dua macam pe ngorganisasian yang harus dilakukan.
Pertama, pengorganisasian berupa penentuan para penanggungjawab dan
para pelaksana untuk setiap kegiatan serta untuk setiap satuan wilayah
kerja. Dengan perkataan lain, dilakukan pembagian habis seluruh program
kerja dan seluruh witayah kerja kepada seluruh petugas Puskesmas dengan
mempertimbangkan kemampuan yang dimilikinya. Penentuan para

penangggungjawab ini dilakukan melalui pertemuan penggalangan tim pada
awal tahun kegiatan.

Contoh Gantt Chart Pembagian Beban Tugas Dan Wilayah Ketja

NO

NAMA
PETUGAS

UPAYA
KEGIATAN

SASARAN

TARGET

JADWAL
KERJA

LOKASI
KEGIATAN

|
}

Kedua, pengorganisazian berupa penggalangan kerjasama tim secara lintas

sekioral. Ada dua bentuk penggalangan kerjasama yang dapat dilakukan:

a. Penggalangan kerjasama bentuk dua pihak yakni antara dua sektor
terkait, misalnya antara Puskesmas dengan sektor tenaga kerja pada
wakiy menyelenggarakan upaya keschatlan kerja.

b, Penggalangan kerjasama baniuk banyak pihak yakni antar berbagai
sektor terkait, misalnya aniar: Puskesmas dengan sektor pendidikan,

sekicragama, sektor kecamaian pada waktu menyelenggarakan upaya
kesehatan sekolah. :

25"
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) Penggalangan kerjasama lintas sekior ini dapat dilakukan:
a) Secara langsung yakni antar scktor-seklor lerkait,

.b) Secara tidak langsung yakni dengan memanfaalkan pertemuan
koordinasi kecamatan .

* Penyelenggaraan

Selelah pengorgartisasian selesai cilakukan, kegiatan selanjutnya adalar
menyelenggarakan rencana kegiatan Puskesmas, dalam arli para
penanggungjawab dan para pelaksana yang lelah ditetapkan pada
pengorganisasian, dilugaskan menyelenggarakan kegiatan Puskesmas
sesuai dengan rencana yang telan ditetapkan. Untuk dapat terselenggaranya
rencana tersebut perlu dilakukan kagiatan scbagai berikut:

a. Mengkaji ulang rencana pelaksanaan yang telah disusun terutama yang
menyangkul jadwal pelaksanaan, iarget pencapaian, lokasi wilayan ke
dan rincian’lugas para penangiungiawah dan pelaksana,

b.  Menyusun jadwal kegiatan buiaran untuk liap petugas sesuar dengan
rencana pelaksanaan yang tclah disusun. Beban kegiatan Puskesmas
harus terbagi habis dan merata kepada seluruh pelugas.

€. Menyelenggarakan kaegiatan scsuai cenganjadwal yang lelah ditclapkan
Pada waklu menyelengqarakan =egiatan Puskesmas harus diperhatikan
hal-hal sehagai berikul: :

1) Azas Penyelenggaraan Puskesmas
Penyelenggaraan kegiatan iuskesmas harus menerapkan keempat
azas penyelenggaraan Puckcsmas yakni azas pertanggungjawaban
wilayah, azas pemberdavaan masyarakat, azas keterpaduan dan
azas rujukan,
2) Berbagaistandar ¢an pecisiman pelayanan Puskesmas
Pada saal ini lelah berhasil dikernbangkan berbagai standar dan
pedoman pelayanan Puskzsmas sebagai acuan penyelenggaraan
kegiatan Puskesmas yang harus diperhatikan pada wakltu
- menyelenggarakan kegiatan Puskesmas.
Standar dan pedoman terszout adalah:

' Standar dan pedeman bangunan Puskesmas

Standar dan pedoman peraiatan Puskesmas

Standar manajemaen naraizlan Puskesmas

Standar dan pedemarn keienzgaan Puskesmas

Pedoman pengobatan rasicnal Puskesmas

Slandarmanajercn ¢ 2at Puskesmas

Standar dan pedcrian R pelayanan berbagar upeaya

kesehatan perorangan dan Lpaya kesehatan masyarakat yang

diseienggarakan cieh Fusxesmas
h.  Pedoman Sisten: If2rma st Lianajemen Puskesmas (SIMPUS
I Pedoman perhitun-an satian Ciaya pelayanan Puskesmas

3) Kendali Mutu
Penyelenggaraan kegialan Puskasmas harus menerapkan program
kendali mutu. Prinsipy preszam kendal mute adalah kepatuhan
lerhadap berbagn standar dan gedoman pelayanan sertir alika
protess, yang memaassin pomakin jasa pelayanan,

©@~ecoow
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Kendali Mutu

Pengertian:

Upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sisternatis,
obyektif dan terpadu div » menetapkan masalah dan penyebab
masalah mutu pelayanzr Lerdasarkan standar yang telah
ditetapkan,menetapkan dan melaksanakan cara penyelesaian
masalah sesuai dengan kemampuan yang tersedia serta menilai

hasil yang dicapai dan menyusun saran tindaklanjut untuk lebih
meningkatkan mutu pelayanan.

Prinsip: )
1. Mengikuti siklus pemecahan masalah (problem solving
cycle)

2. Dilaksanahan melalui kerjasama tim (team based)

3. Sesuai sumberdaya yang lersedia (resource based)

Kendali Biaya

Penyelenggaraan kegiatan Puskesmas harus menerapkan program
kendali biaya. Prinsip program kendali biaya adalah kepatuhan
terhadap berbagai standar dan pedoman pelayanan serta etika
profesi, yang terjangkau oleh pemakai jasa pelayanan.

Kendali Biaya

Pengertian: ’

Upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis,
obyektif dan terpadu dalam menctapkan kebijakan dan tatacara
penyelenggaraan upaya kesehatan termasuk pembiayaannya,

serta memantau pelaksanaannya sehingga terjangkau oleh
masyarakat s

Tahapan Pelaksanaan: .

1. Menetapkan upaya kesehatan yang diselenggarakan
lengkap dengan rincian pembiayaannya.

2. 'Menjabdrkan kebijakan dan tatacara penyelenggaraan
(standar, pedoman dan nilai etika) yang mendukung.

3. Melaksanakan upaya kesehatan yang sesuai dengan
kebijakan dan tatacara penyelenggaraan. -

4. Menampung dan menyelesaikan keluhan masyarakat yang
lerkait dengan masalah biaya.

5. Menyempurnakan penyelenggaraan upaya ke'sehatan
dengan memperhatikan keluhan biaya dari masya:rakat.

|
.
'
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Pemantauan
Penyelerqgaraan kegiatan harus diikuti dengan kegiatan pemantauan yang
dilakukan secara berkala. Kegiatan pemantauan mencakup hal-hal sebaga

berikut:

l

a. Melakukan lelaahan penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang dicapa:
yang dibedakan atas dua hal:

1)

Telaahan inlernal yakni telaahan bulanan terhadap penyelenggaraan
kegiatan dan hasil yang dicapai oleh Puskesmas, dibandingkan
dengan rencana dan standar pelayanan. Data yang dipergunakan
diambil dari Sistem Informasi tdanajemen Puskesmas (SIMPUS)

'yang berlaku.

Simpus

Pengerian:

Sualutatanan yang menyediakan informasi untuk membantu
proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan
manajemen Puskesmas ¢alam mencapai sasaran keg'iatannya.

-Sumber informasi:

1.  SP2TP lerdiri dari:

+  Catalan: kartu individu, rckam kesehatan keluarga dan
buku register

* lLaporan: bulanan, tahunan dan KLB

Survey lapangan

Laporan linlas seklor

Laporan sarana kesehatan swasta

~Lp

Kesimpulan dirumuskan dalam dua bentuk. Pertama, kinera
Puskesmas yang terdiri dari cakupan (coverage), mulu (quality) dan
biaya (cost) kegiatan Puskesmas. Kedua, masalah dan hambatan
yang ditemukan pada waktu cenyclenggaraan kegiatan Puskesmas.
Telaahan bulanan ini cilakuxkan dalam Lokakarya Mini Bulanan
Puskesmas.
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V ‘ . Lokakarya Mini Bulanan

Pengertian:
Pertemuan yang disg'znggarakan setiap bulan di Puskesmas
yang dihadiri oleh seiurun stafl di Puskesmas, Puskesmas

Pembantu dan bidan ¢i desa serta dipimpin oleh kepala
Puskesmas.

Tahapan Pelaksanaan
1. Lokakarya Minipaenama
a. Masukan
. Penggalangan tun dalam bentuk dinamika
kelompnlk ientang peran tanggungjawab staf dan
kevsenangan Puskesmas.
. _Informastientang kebijakan, program dan konsep
baru
. Informasi ientang tatacara penyusunan POA
Puskesimas
b. Proses
« Inventarisasi kegiatan Puskesmas termasuk
kegiatan lapangan/daerah binaan
« Analisis beban kerja tiap petugas
+  Pembagian tugas baru termasuk pembagian tang-
gungjawab daerah binaan )
«  Penyusunan POA Puskesmas tahunan
¢. Keluaran
«  POA Puskesmas tahunan

+ Kesepakatan bersama (untuk hal-hal yang

dipandang periu)
2. Lokakarya Minibulanan
a. Masukan

« Laporan hasil kegiatan bulan lalu
«  |nformasitentang hasil rapat dinas kab /kota
. Informasitentang hasil rarat tingkat Kecamatan

. Informasilentang kebijakan, program dan konsep
baru

b, Proses
. Analisis hambatan dan masalah, antara lain
, dengan mempergunakan PWS
. Analisis sebab masalah, khusus untuk mutu
dikaitkan dengan kepatuhan lerhadap standar
nelayanan ]
« Memmuskin alternatit ppmecahan masalah
¢c. Keluaran o
. Rencana kerja bulan yang baru

29
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Telaahan eksternal vaxni telaghan Iriwulan terhadap hasil yang
dicapai oleh sarana pelayanan-keschalan tingkal pertama lainnya
sena sektor lain terkail yang ada di wilayah kerja Puskesmas.
Telaahan triwulan ini dilakuxan dalam Lokakarya M. Triwulan
Puskesma$ secara lintas sektor.

Lokakarya Mini Tribulanan

Pengentian:

Pertemuan yang disclenggarakan setiap 3 bulan sekali di
Puskesmas yang dihazin oleh instansi lintas sektor tingkat
kecamatan, Badan Punyantun Puskesmas (B”P), stat
Puskesmas dan jaringannya, sena dipimpin oleh camat,

Tahapan Pelaksanaan
1. Lokakarya tini Tnclanan Pertama

a.  Masukan:
*  Penggulangan um yang dilakukan meialy:
dinamira kelompok' ,
* Informasitentang program lintas sekilor
*  Inlormasitentang program kesehatan
*  Infonmastentang kebijakan, program dan konsep
iy
b. Prosaen:
* lnventansasi peran banlu masing-masing seklor
. Anaicis irasaluh peran bantu dan masmg-nas Wy
sieklor.

* Pembagian seran masing-masing sexior. |
c.  Keluaran '
°  Kesepaxatan ierlulis sexior terkain dalam
MenCURUng program kesehatan termasuk program
pemberdayaan masyarakat.

2. Lorakarya Mini Tribuianan Rulin
a.  Masukan
*  lLaporan Kegiatan pelaksanaan program kesehatan
dan dukungan sexlor terv it
* Inventarisasi masalah/hambatan dan masing-
inasing sckicr dalam pelaksanaan program

kr:sehatgn | :
. Pemberianinformasi baru
b. Prouses

* Analisis hambatan dan masalah pelaksanaan
program kesehalan |

* Analisis hambalan dan masalan dukungan dar
masing-masing sexlor

*  Merumuskan cara penyelesaian masalan

¢. Keluaran

+ Rencana kerja tribulan yang baru

+ Kesepakatan bersama (untuk hal-hal yang
dipandang perlu)
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b. Menyusun saran peningkaian penyeienggaraan kegiatan sesuai dengan
pencapaian; kinerja Puskesmas seria masalah dan hambatan yang
diiemukan cari hasil telaahan buiznan dan trivvulanan.

Penilaian

Kegiatan penilaian dilakukan pada avhir tahun anggaran. Kegiatan yang

dilakukan mencakup hal-hal sebagai berizul.

a. Melakukan penilaianterhadap penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang
dicapai, dibandingkan dengan rencana tahunan dan standar pelayanan.
Sumber data yang dipergunakan pada penilaian dibedakan atas dua.
Pertama, sumber data primer yakni yang berasal dari SIMPUS dan
berbagai sumber data lainyang terkait, yang dikumpulkan secara khusus
pada akhir tahun. Kedua, sumber data sekunder yakni data dari hasil
pemantauan bulanan dan triveulanan.

b. Menyusunsaranpeningkatan penyclenggaraan kegiatan sesuai dengan
pencapaian serta masalah can hambatan yang ditemukan untuk rencana
tahun berikutaya. ' '

Pengawasan dan Pertanggungjav/aban

Pengawasandan penangguhgjawaban adalah proses memperoleh kepastianatas -
kesesuaian penyelenggaraan dan pencagaian tujuan Puskesmas terhadap rencana
dan peraturan perundang-uridangan sefia berbagai kewajiban yang berlaku. Untuk

terselenggaranya pengawasan dan pertanggungjawaban dilakukan kegiatan
sebagai berikut:

i,

Pengawasan

Pengawasan dibedakan atas dua macam yakni pengawasan internal dan
eksternal. Pengawasan internal cilakukan secara melekat oleh atasan

langsung. Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, dinas kesehatan
" kabupaten/kota serta berbagai instiiusi pemerintah terkait, Pengawasan

mencakup aspek administratif, keuangan dan teknis pelayanan. Apabila pada
pengawasan-ditemukan adanya penyimpangan, baik terhadap rencana,
standar, peraturan perundang-undangan maupun berbagai kewajlban yang
berlaku, periu dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pertanggungjawaban -

Pada setiap akhir tahun anggaran, Kepala Puskesmas harus membuat laporan
pertanggungjawaban tahunan yang mencakup pelaksanaan kegiatan, serta
perolehan dan penggunaan berbagai sumberdaya termasuk keuangan. Laporan
tersebut disampaikan kepada Dinas kesehatan kabupaten/kota serta pihak-
pihak terkait lainnya, termasuk masyarakat melalui Badan Penyantun
Puskesmas. Apabila terjadi penggantian Kepala Puskesmas, maka Kepala

Puskesmas yang lama diwajibkan membuat laporan pertanggurnigjawaban
masa jabatannya. :
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BAB VI 1
PEMBIAYAAN

ntuk lerselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan
asyarakal yang menjadi tanggungjawab Puskesmas, perlu ditunjang dengan

rsedianya pembiayaan yang cukup. Pada saat ini aca beberapa sumber pembiayaan
uskesmas yakni:

Pemerintah

Sesuai dengan azas desentralisasi, sumber pemuiayaan yang berasal dan

pemerintah lerutama adalah pemerintah kabupaten/kota. Di samping itu

Puskesmas masih menerima dana yang berasal dari pemerintah propinsi dan

pemerintah pusal. Dana yang disediakan cleh pernerintah dibedakan alius dui

macam yakni.

a. Dana anggaran pembangunan yang mencakup dana pernbangupan gedung,
pengadaan peralalan serta pengadaan obat - !

b. Dana anggaran rutin yang mencakup gaji karyawan, pemeliharaan gedung
dan peralatan, pembelian barang habis pakai serta biaya operasional

Setiap fahun kedua anggaran tersebut cisusun oleh Dinas kesehatan kabupéten/
kota untuk diajukan dalam Daftar Usulan Kegiatan ke pemerintah kabupaten/kola
untuk seterusnya dibahas bersama DPRD kabupaten/kota. Puskesmas diberikan

kesempalan mengajukan kebutuhan uniux kedua anggaran tersebut melalui Dinas
kesehatan kabupaten/kola.

Anggaran yang telah disctujui yang tercanium dalam dokumen keuangan diturunkan
secara berahap ke Puskesmas melalui dinas kesehatan kabupaten/kota. Untuk
beberapa mata anggaran tertenlu, misa!nya pengadaan obai dan pembangunan
gedung sera pengadaan alat, anggarar tersebut dikelola langsung oleh dinas
kesehatankabupaten/kota atau cleh perrarintan kabupaten/keta.

Penanggungjawab penggunaian anggaran yang dilerima oleh Puskesmas adalab:
Kepala Puskesmas, sedangkan administrasi keuangan dilakukan oleh pemegang
keuangan Puskesmas yakm Leorang sic vang dielapkan oleh Dinas kesehatan
kabupaten/kota alas usulan Kepala Pusaaesimas.,

Penggunaan dana sesiar dengin uuise: keglatan yang telan disetujur dengan

- memperhalikan berhagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaw,

Pendapatan Puskesmas

Sesuai dengan kebijakan 'emenntai, masyarakal dikenakan kewapban
membiayai upaya kesehatan perorangarn vang dimanfaatkannya, yang besarnya
dilentukan oleh Peraturan Dnerih masinsg-masing (retribusi). Pada saat i ada
beberapa kebijakan yang lerkan dengan semaniaatan dana yang diperoleh dasi
penyelenggaraan upaya kesehillin perosgygan ini yakni
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Seluruhnya disetor ke Kas Daerah o

Untuk ini secara berkala Puskesmas menyetor seluruh dana retribusi yang

diterima ke kas daerah melalui dinas kesehatan kabupaten/kota

b. Sebagiandimanfaatkan secara langsung oleh Puskesmas
Beberapa daerah tertentu membenarkan Puskesmas menggunakan sebagian
dari dana yang diperoleh dari penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan,

rang lazimnya berkisar antara o5 . 50°% dasi total dana retribusi yang diterima.

Penggunaan dana hanya dibenarkan uniuk membiayai kegiatan operasional
puskesmas. Penggunaan dana lersebut secara berkala dipertanggung-
jaivabkan oleh Puskesmas ke Pemeriniah Daerah melalui Dinas kesehatan
kabupaten/kota. '

c. Seluruhnya dimanfaatkan secara langsung oleh Puskesmas

Beberapa daerahtertentu lainnya membenarkan Puskesmas menggunakan

seluruh dana yang diperoleh dari penyelenggaraan upaya kesehatan

perorangan untuk membiayai kegiatan operasional Puskesmas. Dahulu

Puskesmas yang menerapkan model pemaniaatan dana sepetiini disebut

puskesmas Swadana. Pada saal ini sesuai dengan kebijakan dasar

Puskesmas yang juga harus menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat

yang dananya ditanggung oleh pemerintah diubah menjadi Puskesmas

Swakelola, Dengan perkataan lzin Puskesmas tidak mungkin sepenuhnya

menjadi swadana. Pemerintah teiap berkewajiban menyediakan dana yakni

untuk membiayai upaya kesehatan masyarakal yang memang menjadi

tanggungjawab pemerintah.

3, Sumber lain :
Pada saat ini Puskesmas juga menernima cana dari beberapa sumber lain seperti:

a. PTASKES yang peruntukannya sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan
hepada para peseria ASKES. Dzna tersebut dibagikan kepada para pelaksana
sesuai dengan ketentuan ;ang berlaku.

b. PT (Persero) Jamsostek yang peruniukannya juga sebagai imbal jasa
pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jamsostek. Dana
1ersebut juga dibagikan kepada para pelaksana sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. |

¢c. JPSBK/PKPSBBM
Untuk membantu masyarakal rruskin, pemerintah menyalurkan dana secara
langsung ke Puskesmas. Pengelclaan dana ini mengacu pada Pedoman
yang telah dit¢tapkan.

Apabila sistim Jaminan Kesehatan Nasional 1=lah berlaku akan terjadi perubahan
pada sistim pembiayaan Puskesmas. Sesuai dengan konsep yang telah
disusun direncanakan pada masa yang akan datang pemerintah hanya
bertanggungjawab untuk membiayai upaya kesehatan masyarakat, sedangkan
untuk upaya kesehatan perorangan dibinyai melilui sistim Jaminan Kesehatan Nasional,
kecuali untuk penduduk miskin yang clap ¢itangqung oleh Pemerintah dalam
bentuk pembayaran premi. Dalam keadann seperti ini, apabila Puskesmas tetap
diberikan kesempalan menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan, maka
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Puskesmas akan menerima pembayaran.dalam bentuk kapitasi dari Badan
Penyelenggara Jaminan Kesehalan Nasional' Untuk itu Puskesmas harus dapal
mengelola dana Kapitasi tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga di satu pihak dapat
memenyhi kebutuhan peserta Jaminan Keschatan Nasional dan di pihak lain tetap
memberikan keuntungan bagi Puskesmas. Tetapi apabila Puskesmas hanya
bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehalan masyarakat, maka Puskesmas
hanya akan menerima dan mengelola dana yang berasal dari pemerintah.
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BAB VI
PENUTUP

Dengan disusunnya Kebijakan Dasar Puskesmas ini, maka berarti konsep Puskesmas
yang selama ini dianut telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Pada
hakekalnya hal-hal yang diuraikan calam kebijakan dasar ini menegaskan adanya
perubahan dan pembaharuan konsep dan penyelenggaraan Puskesmas. Penegasan

ini akan menganiarkan Puskesmas kepada perwujudan peranannya sebagai ujung
tombak pencapaian Indonesia Sehat 2010.

Untuk dapat diterapkannya kebijakan yang baru ini diperlukan dukungan yang mantap
dan berbagai pihak, baik dukungan politis, peraturan perundang-undangan, maupun
1sumberdaya termasuk pembiayaannya. Selainitu, adanya kerjasama dengan berbagai
sektor terkait dinilai mempunyai peranan yang sangat stralegis terutama dalam
memberdayakan potensi masyarakat. Keberhasilan penerapan kebijakan yang baru

ini juga sangat ditentukan oleh semangat, kelekunan dan pengabdian para
penyelenggaranya.

Penerapan kebijakan ini memeriukan tersedianya berbagal standar dan pedoman, baik
teknis maupun manajemen sebagai acuan. Sebagian dari standar dan pedoman tersebut
telah berhasil disusun, sedangkan sebagian lainnya masih dalam proses penyusunan.
. Untuk keberhasilan penerapan kebijakan baru Puskesmas ini, terutama pada aspek

penyelenggaraannya, pemahaman berbagzi standar dan pedornan yang dimaksud periu
diupayakan.

Kebijakan Dasar Puskesmas beseria berbagai standar dan pedomannya ini merupakan
acuan utama bagi propinsi dan kabupaten/kota dalam mengembangkan kebijakan

operasional setempat yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah masing-
masing.

Adalah harapan bersama, Kebijakan Dasar Puskesrnas beserta berbagai standar dan
pedomannya tersebut dapat diterapkan di seluruh Indonesia, sehingga dapat

mempercepal pencapaian pembangunan kesehatan di tanah air yakni lerwujudnya
Indonesia Sehat 2010.
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